
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

- Nilai SAKIP OPD Tri I - % - % Tri I 0 1 Tri I 36,38

Tri II - % % Tri II 0 Tri II 33,36

Tri III - % % Tri III 0 Tri III 13,53

Tri IV 85% % Tri IV 100 Tri IV 16,73

- Tri I 25 % - % Tri I 25 2 Tri I 23,04

Tri II 25 % % Tri II 25 Tri II 30,87

Tri III 25 % % Tri III 25 Tri III 23,04

Tri IV 25 % % Tri IV 25 Tri IV 23,05

- Persentase temuan material Tri I - % % Tri I 0 3 Tri I 21,4

Tri II - % % Tri II 0 Tri II 21,4

Tri III - % % Tri III 0 Tri III 35,75

Tri IV 3% % Tri IV 4 Tri IV 21,45

4 Tri I 25,00

Tri II 25,00

Tri III 25,00

Tri IV 25,00

5 Tri I 24,96

Tri II 25,12

Tri III 24,96

Tri IV 24,96

6 Tri I 6,79

Tri II 16,11

Tri III 55,27

Tri IV 21,84

Tri I 0 - % Tri I 0 1 Tri I 0,00

Tri II 0 % Tri II 0 Tri II 0,00

Tri III 0 % Tri III 0 Tri III 20,60

Tri IV 94,11% % Tri IV 100 Tri IV 79,40

- % Tri I 0

% Tri II 0

% Tri III 0

% Tri IV 7

- Tri I 0 - % Tri I 0 1 Tri I 37,86

Tri II 0 % Tri II 0 Tri II 3,82

Tri III 0 % Tri III 0 Tri III 4,23

Tri IV Rp. 90.664.371 % Tri IV 75 Tri IV 54,09

INDIKATOR 

TUJUAN

Nilai SAKIP Provinsi

1. Meningkatnya 

Indeks 

Pembangunan 

Ketenagakerjaan 

(IPK)

2. Jumlah Kawasan 

Transmigrasi yang 

mencapai status 

perkembangan 

mandiri dan berdaya 

saing

RENCANA AKSI TAHUN 2022

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah pencari kerja / tenaga 

kerja yang mengikuti pelatihan 

berbasis kompetensi, 

pemagangan, kewirausahaan, 

peningkatan produktivitas, 

pembinaan kelompok usaha 

mandiri, pemberdayaan 

disabilitas, pelatihan pencari 

kerja

% Penyusuan  dokumen 

Laporan Keuangan Tepat 

Waktu

Rata-rata nilai perilaku 

pegawai Perangkat daerah 

berdasarkan penialian Kinerja 

ASN 

Persentase Provinsi 

/Kab /Kota yang 

menyusun Perencanaan 

Tenaga Kerja Makro

Persentase Penurunan 

Temuan berdasarkan 

LHP (%)

Program 

Perencanaan Tenaga 

Kerja

Penyusunan Rencana  

Tenaga Kerja 

Data Perencanaan Tenaga 

Kerja Provinsi

Prosentase Tingkat 

Kesempatan Kerja (TKK)

% Pemenuhan Kebutuhan  

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

% Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah dalam 

kondisi baik

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pembangunan 

Pusat-Pusat 

Pertumbuhan 

Ekonomi Baru Yang 

Produktif

Mengoptimalkan  

Penanganan 

masalah 

ketenagakerjaan 

dan 

ketransmigrasian

Meningkatnya 

keterampilan / 

kompetensi tenaga 

kerja dan produktivitas 

tenaga kerja

Tingkat produktifitas tenaga 

kerja

Meningkatnya Kualitas 

Perencanaan Tenaga 

Kerja

Program Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja

Persentase Perusahaan 

Yang Menyusun 

Perencanaan Tenaga 

Kerja Mikro

Persentase pencari 

kerja terlatih yang 

mendapatkan pekerjaan

Pelaksanaan Latihan Kerja 

berdasarkan Klaster 

Kompetensi

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

TARGET

SASARAN PROGRAM

Pemerintahan yang 

Berorientasi 

Melayani, Inovatif 

dan Berkarakter

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Perangkat Daerah

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Perencanaan dan 

Pengolahan Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase ASN nilai SKP 

kategori baik

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

URAIAN

KEGIATAN

MISI

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase  Realisasi 

Kegiatan Perangkat 

Daerah 

Persentase ASN 

Perangkat daerah 

berkinerja Kategori Baik 

dan Sangat Baik

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Penyusunan 

Dokumen Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tepat Waktu

TUJUAN

% Pemenuhan Administrasi 

Umum Kantor



- % Tri I 0 2 Tri I 0,00

% Tri II 0 Tri II 100,00

% Tri III 0 Tri III 0,00

% Tri IV 80 Tri IV 0,00

Tri I 0 % Tri I 0 1 Tri I 24,97

Tri II 0 % Tri II 0 Tri II 24,97

Tri III 0 % Tri III 0 Tri III 24,96

Tri IV 100.000 orang % Tri IV 4,13 Tri IV 25,10

% Tri I 0 2 Tri I 21,79

% Tri II 0 Tri II 29,06

% Tri III 0 Tri III 23,28

% Tri IV 59,09 Tri IV 25,88

3 Tri I 2,40

Tri II 47,34

Tri III 45,92

Tri IV 4,34

Prosentase kenaikan upah Tri I 0 % Tri I 0 1 Tri I 2,62

Tri II 0 % Tri II 0 Tri II 80,29

Tri III 0 % Tri III 0 Tri III 15,94

Tri IV 8,8% % Tri IV 58 Tri IV 1,15

% Tri I 0
2

Tri I 22,63

% Tri II 0 Tri II 24,46

% Tri III 0 Tri III 25,10

% Tri IV 46,81 Tri IV 27,81

3 Tri I 17,78

Tri II 35,90

Tri III 24,85

Tri IV 21,46

Tri I 0 % Tri I 0 Tri I 23,50

Tri II 0 % Tri II 0 Tri II 23,50

Tri III 0 % Tri III 0 Tri III 29,51

Tri IV 16,01% % Tri IV 85 Tri IV 23,50

% Tri I 0

% Tri II 0

% Tri III 0

% Tri IV 82

Jumlah penyerapan tenaga 

kerja

Pengelolaan Informasi Pasar 

Kerja

(1) Kasus perselisihan HI di 

perusahaan yang dapat 

diselesaikan (2) Fasilitasi Tim 

LKS Tripartit dalam 

mewujudkan HI yang kondusif 

(pengusaha, pekerja, 

pemerintah)

Pencegahan dan 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja, dan Penutupan 

Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak pada 

Kepentingan di 1 (satu) 

Daerah Provinsi

Jumlah UKM yang diukur 

produktivitas tenaga kerjanya

Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan

Prosentase penurunan 

resiko kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat 

kerja 

Persentase kepatuhan 

penerapan norma 

ketenagakerjaan

Prosentase penanganan 

kasus kecelakaan kerja

Penetapan Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah 

Minimum Sektoral Provinsi 

(UMSP), Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK), dan 

Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota (UMSK)

Penyelenggaraan 

Pengawasan Ketenagakerjaan

(1) Fasilitasi Dewan 

Pengupahan dalam 

menetapkan Upah Minimum 

Provinsi, (2) Jumlah orang 

yang mengikuti sosialisasi ( 

Unsur Pengusaha, Unsur 

Pekerja, Unsur Pemerintah ), 

3). Jumlah pekerja yang 

mengikuti program jamsostek

Meningkatnya 

produktivitas 

perusahaan dalam 

rangka terwujudnya 

kesejahteraan pekerja / 

buruh 

Meningkatnya 

pengawasan 

ketenagakerjaan, 

keselamatan dan 

kesehatan kerja serta 

perlindungan pekerja / 

buruh 

Besaran pekerja / buruh 

yang menjadi peserta 

jamsostek

Penerbitan Perpanjangan 

IMTA yang lokasi kerja lebih 

dari satu daerah kab/kota 

dalam satu daerah provinsi

Data dan informasi 

penggunaan TKA di Kab/Kota

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama 

untuk yang Mempunyai 

Wilayah Kerja lebih dari 1 

(satu) Kabupaten/Kota

(1) Tersedianya data dan 

informasi pelaksanaan syarat-

syarat kerja di perusahaan (2) 

Jumlah anggota SP/SB yang 

mengikuti rapat koordinasi 

workshop

(1) Jumlah perusahaan yang 

diperiksa Wilayah, I, II, III dan 

IV, (2). Data dan informasi 

objek pengawasan 

ketenagakerjaan Wilayah I, II, 

III, IV, (3). Kelancaran 

pengelolaan dan pelaksanaan 

pemeriksaan pengawasan 

UPT Wilayah I, II, III, IV, (4). 

Jumlah kasus yang ditangani di 

perusahaan, (5). Data dan 

informasi objek dan peralatan 

K3 perusahaan yang telah 

dilakukan pemeriksaan dan 

pengujian, (6).Jumlah tenaga 

kerja perusahaan yang 

mengikuti pelatihan 

keselamatan dan kecelakaan 

kerja ( K3 )

Meningkatnya 

penempatan tenaga 

kerja dan perluasan 

kesempatan kerja 

disektor formal dan 

informal 

Prosentase  Pencari 

kerja yang yang 

terdaftar dan 

ditempatkan

Persentase tenaga kerja 

yang dilatih 

berwirausaha dapat 

mandiri

Program Penempatan 

Tenaga Kerja

Program Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja

(1) Data dan informasi 

lowongan kerja di perusahaan, 

2). Data dan informasi pasar 

dan bursa kerja di kab/kota

Pelindungan PMI (Pra dan 

Purna Penempatan) di Daerah 

Provinsi

Meningkatnya Pelayanan 

Penanganan PMI Terpadu

Persentase Perusahaan 

yang menerapkan 

peraturan perundang  

undangan dibidang 

ketenagakerjaan

Program Hubungan 

Industrial

Persentase daya serap 

tenaga kerja (Prioritas)

Pengukuran Produktivitas 

Tingkat Daerah Provinsi



Tri I 0 % Tri I 0 1 Tri I 0,00

Tri II 0 % Tri II 0 Tri II 50,00

Tri III 0 % Tri III 0 Tri III 50,00

Tri IV 47,57% % Tri IV 100 Tri IV 0,00

% Tri I 0 1 Tri I 14,28

% Tri II 0 Tri II 53,34

% Tri III 0 Tri III 18,90

% Tri IV 100 Tri IV 13,47

% Tri I 0 1 Tri I 0,00

% Tri II 0 Tri II 0,00

% Tri III 0 Tri III 100,00

% Tri IV 100 Tri IV 0,00

Tri I 0

Tri II 0

Tri III 0

Tri IV 100

Makassar,       Januari 2022

Plt.KEPALA DINAS,

Dr. H. TAUTOTO TRS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19640811 199303 1 006

Program 

Perencanaan 

Kawasan 

Transmigrasi

Persentase Jumlah 

lokasi transmigrasi yang 

diklarifikasi terhadap tata 

batas kawasan hutan

Pencadangan tanah untuk 

Kawasa Transmigrasi

Terklarifikasi letak, luas dan 

area calon lokasi transmigrasi 

yang akan diprogramkan

Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi

Prosentase transmigran 

yang dilatih untuk dapat 

lebih mandiri

Ketersediaan data 

sarana dan prasarana

Penataan Persebaran 

Penduduk yang berasal dari 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) daerah propinsi

Pengembangan Satuan 

Permukiman pada Tahap 

Pemantapan

(1) Jumlah warga transmigrasi 

yang dilatih untuk dapat lebih 

mandiri (2) Ketersediaan data 

sarana dan prasarana

Program 

Pembangunan 

Kawasan 

Transmigrasi

Persentase penempatan 

transmigrasi

(1) MoU KSAD antar 

provinsi/Kab/Kota daerah 

penerima dan pengirim (2) 

Jumlah aparatur 

ketransmigrasian di Kab/Kota 

yang mengikuti Bimtek

Meningkatnya 

pembangunan 

kawasan dan 

kesejahtaeraan 

masyarakat 

transmigrasi

Indeks Komposit 

Perkembangan Kawasan 

Transmigrasi

(1) Jumlah perusahaan yang 

diperiksa Wilayah, I, II, III dan 

IV, (2). Data dan informasi 

objek pengawasan 

ketenagakerjaan Wilayah I, II, 

III, IV, (3). Kelancaran 

pengelolaan dan pelaksanaan 

pemeriksaan pengawasan 

UPT Wilayah I, II, III, IV, (4). 

Jumlah kasus yang ditangani di 

perusahaan, (5). Data dan 

informasi objek dan peralatan 

K3 perusahaan yang telah 

dilakukan pemeriksaan dan 

pengujian, (6).Jumlah tenaga 

kerja perusahaan yang 

mengikuti pelatihan 

keselamatan dan kecelakaan 

kerja ( K3 )


